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S.H.MH 

Oleh  

Agustina Susuilawati  

Abstrak 
Praktik pelayanan kesehatan tanpa izin, termasuk praktik tukang gigi yang melampaui 

kewenangannya atau mengaku sebagai tenaga medis, merupakan perbuatan yang dapat dikenai 

sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam 

ketentuan Pasal 439, setiap orang yang bukan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan tetapi 

melakukan praktik seolah-olah sebagai Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang memiliki Surat 

Izin Praktik (SIP) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana 

denda paling banyak Rp500.000.000,00. Pengaturan tersebut merupakan bentuk perlindungan 

hukum bagi masyarakat agar memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan dilakukan 

oleh tenaga yang memiliki kompetensi serta kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana praktik 

tukang gigi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta 

mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi masih maraknya praktik pelayanan tukang gigi 

tanpa izin yang berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Permasalahan tersebut 

penting dikaji mengingat praktik tukang gigi tanpa izin masih banyak ditemukan di masyarakat dan 

tidak jarang menimbulkan kerugian berupa luka, infeksi, cacat permanen, bahkan kematian akibat 

tindakan yang tidak sesuai dengan standar profesi maupun ketentuan hukum yang berlaku. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan 

pendekatan deskriptif-analitis. Penelitian ini mengkaji berbagai ketentuan peraturan perundang-

undangan, asas hukum, teori hukum, pendapat para ahli, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan 

praktik pelayanan kesehatan dan pertanggungjawaban pidana. Analisis penelitian didasarkan pada 

teori pertanggungjawaban pidana, teori kepastian hukum, 

Dalam perspektif hukum pidana, pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan apabila tindakan 

pelaku menimbulkan akibat berupa luka, cacat, atau kematian pada pasien. Pembuktian terhadap 

adanya kesalahan dilakukan melalui proses penyidikan dan persidangan berdasarkan alat bukti yang 

sah sesuai ketentuan hukum acara pidana. Selain ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 

17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pelaku juga dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan 

ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai tindak pidana karena kelalaian 

yang mengakibatkan luka atau kematian. Namun demikian, penerapan ketentuan tersebut tetap 

memperhatikan asas lex specialis derogat legi generali, sehingga ketentuan khusus dalam Undang-

Undang Kesehatan didahulukan apabila mengatur perbuatan tersebut secara khusus. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa kepastian hukum di bidang kesehatan memiliki peran penting 

dalam memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban pasien maupun tenaga kesehatan. 

Kepastian hukum mencakup pengaturan mengenai izin praktik, tindakan medis, tanggung jawab 

tenaga kesehatan, rekam medis, serta penyelesaian kasus malpraktik. Di sisi lain, berkembangnya 

praktik tukang gigi tanpa izin dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya kesadaran 

hukum masyarakat, tingginya kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan dengan biaya murah, 

keterbatasan akses terhadap pelayanan dokter gigi, lemahnya pengawasan dari instansi terkait, serta 

belum optimalnya penegakan hukum terhadap pelaku. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara 

pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam meningkatkan pengawasan, penegakan 

hukum, serta edukasi kepada masyarakat agar praktik pelayanan kesehatan dilakukan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan demi menjamin keselamatan dan perlindungan hukum 

bagi setiap pasien 
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Abstract 
The practice of providing healthcare services without a license including instances where 

dental technicians (tukang gigi) exceed their authorized scope of practice or misrepresent 

themselves as medical professionals constitutes an act subject to criminal sanctions under 

Law Number 17 of 2023 concerning Health. Article 439 stipulates that any person who is 

not a medical professional or healthcare worker but practices as if they were one implying 

possession of a valid Practice License (SIP) may be punished by imprisonment for a 

maximum of five years or a fine of up to IDR 500,000,000.00. This regulation serves as a 

form of legal protection for the public, ensuring access to safe, high-quality healthcare 

services provided by personnel who possess the requisite competence and legal 

authorization in accordance with statutory regulations. 

This study aims to provide a juridical analysis regarding perpetrators of unauthorized dental 

technician practices under Law Number 17 of 2023 concerning Health, and to identify the 

factors contributing to the prevalence of such unlicensed practices, which carry the risk of 

criminal liability. Examining this issue is crucial, given that unauthorized dental technician 

practices remain widespread in the community and frequently result in harm such as 

injuries, infections, permanent disability, or even death stemming from procedures that fail 

to meet professional standards or applicable legal requirements. 

The research employs a normative legal method (juridical-normative) with a descriptive-

analytical approach. It examines various statutory provisions, legal principles, legal 

theories, expert opinions, and scholarly literature related to healthcare practices and 

criminal liability. The analysis is grounded in theories of criminal liability and legal 

certainty. 

From a criminal law perspective, criminal liability may be imposed if the perpetrator's 

actions result in injury, disability, or death to the patient. Establishing culpability involves 

investigation and trial proceedings based on admissible evidence, in accordance with the 

provisions of criminal procedural law. In addition to the criminal provisions set forth in 

Law Number 17 of 2023 concerning Health, perpetrators may also be held liable under the 

provisions of the Criminal Code regarding criminal acts of negligence resulting in injury 

or death. However, the application of these provisions remains subject to the principle of 

*lex specialis derogat legi generali*; thus, the specific provisions within the Health Law 

take precedence if they specifically regulate the act in question. 

This research demonstrates that legal certainty in the health sector plays a crucial role in 

protecting the rights and obligations of both patients and healthcare professionals. Such 

legal certainty encompasses regulations regarding practice licenses, medical procedures, 

the liability of healthcare professionals, medical records, and the resolution of malpractice 

cases. Conversely, the proliferation of unlicensed dental practitioners is driven by several 

factors, including low public legal awareness, a high demand for low-cost healthcare 

services, limited access to professional dental care, weak supervision by relevant 

authorities, and suboptimal law enforcement against offenders. Therefore, synergy among 

the government, law enforcement agencies, and the public is essential to enhance 

supervision, law enforcement, and public education, ensuring that healthcare services are 

delivered in compliance with statutory regulations to guarantee the safety and legal 

protection of every patient. 
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